
ABSTRAK 

Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat populer, 

banyak dibahas oleh kalangan masyarakat di seluruh permukaan bumi ini. 

Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat perlu mendapat 

penanganan secara serius oleh semua pihak untuk dapat menanggulangi akibat 

buruk yang terjadi karena pencemaran. Bahkan, sedapat mungkin untuk dapat 

mencegah jangan sampai terjadi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan 

terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan, sehingga 

keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidak 

seimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga 

karena perbuatan manusia. Masyarakat resah dengan dampak seperti itu, karena 

dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Keadaan seperti ini berlangsung 

sangat lama, sejauh ini tidak ada ketegasan yang serius mengenai persoalan terkait 

pencemaran lingkungan tersebut, para pengusaha dan penguasa hanya 

mementingkan kepentingan jangka pendek dan tidak pernahberpikir tentang nasib 

yang akan terjadi nantinya. Perusahaan harus bertanggungjawab dan pemerintah 

harus mengabil sikap tegas akan perbuatan perusahaan tersebut, karena dalam hal 

ini para warga yang menjadi korban akibat limbah perusahaan. 

 Jenis pendekatan yang digunakan adalah jenis penelitian yurisis sosiolgis 

adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan fakta . 

 Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa penindakan terhadap perusahaan 

tahu yang mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan masih belum bisa 

dilakukan secara maksimal di Kabupaten Pamekasan. Hal itu terjadi karena 

banyak beberapa faktor yang menjadi penghambat penindakan tidak bisa 

terlaksana secara maksimal yang diantarnaya ialah faktor undang-undang, faktor 

penegak hukum, faktor saran dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor 

kebudayaan. Dari beberapa yang menjadi hambatan terebut perlu adanya evaluasi 

dari pihak pemerintah agar penindakan dan penegakan hukum terhadap para 

perusahaan yang melawan hukum yang mencemari lingkungan dapat ditindak 

dengan tegas. 

 

Kata Kunci : Penegakan, Pencemaran Lingkungan. 
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